BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara hukum
yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Landasan negara Republik Indonesia ini mempunyai
tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
tertib, aman, bersih, makmur dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat
Indonesia sejak dahulu hingga sekarang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam posisinya sebagai salah satu
negara yang berkembang di dunia, berusaha untuk membuat pembenahan di
segala bidang dan di berbagai aspek untuk mengangkat ketinggalannya.
Pembenahan dalam aspek pembangunan misalnya, hingga saat ini pembangunan
di segala sektor masih belum terselesaikan dengan baik karena banyaknya
persoalan-persoalan yang mempengaruhinya. Salah satu persoalan yang menjadi
kendala pembenahan ini adalah maraknya tindak pidana korupsi yang selalu
menjadi perhatian publik belakangan ini.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime
(kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang

selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan
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negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-
nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi
yang memunculkan persepsi bahwa pemberantasannya pun harus dilakukan secara
luar biasa. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup
serius.Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi
masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta
dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan
ini seakan menjadi sebuah budaya.Tindak pidana korupsi merupakan ancaman
terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur.?

Tindak pidana korupsi kini semakin merajalela.Tindak pidana korupsi di
Indonesia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang
terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak
pidana korupsi yang semakin sistematis.Bahkan lingkupnya memasuki seluruh
aspek dan kehidupan, tidak saja di lembaga eksekutif, yudikatif, tetapi juga di
lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan

hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi
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tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi
kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat
dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.
Hal itu berimplikasi terhadap diperlukannya metode penegakan hukum secara luar
biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,
independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif,
efektif, profesional serta berkesinambungan.*

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum telah
meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana
korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan
Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, badan khusus yang dibentuk guna memerangi tindak pidana korupsi
selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan lembaga yang memiliki
kewenangan dalam melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus juga diberi
kewenangan untuk memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan.
Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) juga dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian
dan kejaksaan, khususnya dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal
tersebut.”

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan
menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk
memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Secara umum, Tindak
Pidana Korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan
keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu
berupa uang.®

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
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Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian
kerugian keuangan Negara merupakan suatu prosedur penting untuk
mengembalikan kerugian Negara dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :
1) Selain pidana tambahan sebagaiman dimaksud dalam Kitab-Kitab
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanya-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada
terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaiman

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)



bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hurud b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Hal ini dimungkinkan penyidik bekerja sama dengan pelaku untuk
mengungkap atau memberikan informasi siapa saja yang terlibat dalam
melakukan tindak pidana korupsi, ketentuan Justice Collabolator diatur dalam
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi
dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain
yang memberikan kemungkinan dapat diketahui indentitas pelapor.

2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaiman dimaksud
dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, dalam persidangan perkara

pidana hukum pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan perkara



di sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap
kebenarannya. Maksud hakim bertanya kepada saksi adalah memberikan
kesempatan untuk menyatakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Keterangan
saksi merupakan alat bukti persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk
perkara suatu peristiwa tindak pidana, kemudian akan dijadikan salah satu dasar
pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa
serta kesalahannya.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum
pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan
saksi, baik itu saksi korban atau saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam
pembuktian pelaku tindak pidana korupsi. Dalam lapangan hukum pidana
terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat,
terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih
banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan,
terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan-kejahatan lain
dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang

dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.’

Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana yang mempunyai
kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan
keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana

tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di
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dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut

whistleblower dan justice collaborator.

Peran Justice Collaborator itu seseorang sebagai tersangka namun bukan
pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat diatasnya. Dalam hal ini,
sekalipun ia telah melakukan tindak pidana korupsi , namun ia juga mendapat
keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan
keadilan. Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya
ide tentang Justice collaborator dalam peradilan pidana. Konvensi United Nations
Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC (Undang—
Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan
Transnasional Terorganisir). Di dalam Konvensi ini juga memberikan ide
pengaturan berkaitan dengan Justice collaborator dalam peradilan pidana yakni

diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut :

1. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka
kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman
atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam
penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup
oleh Konvensi ini.

2. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka
kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum
nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap
seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam
penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup
oleh Konvensi ini.

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ini secara eksplisit tidak

memberikan pengaturan yang tegas mengenai definisi tentang Justice

collaborator di mana undang-undang ini hanya mengatur pengertian saksi dan



pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan Justice collaborator
diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :
“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang
akan dijatuhkan.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan
bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
(Justice Collaborator) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu. Latar belakang
lahirnya SEMA ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani
oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan
yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap Justice
collaborator dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka
dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada
hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang Justice
collaborator dalam peradilan pidana dan juga menumbuhkan partisipasi publik
guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan cara
menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum
serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk

mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif, mengingat

belum adanya peraturan perndang-undangan yang memberikan pengaturan yang



memadai tentang peranan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama
(Justice collaborator) dalam peradilan pidana.®

Melihat pentingnya peran justice collaborator dalam mengungkap pelaku
utama, maka Penulis mengangkat kasus Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/TPK/
2016/PN. Jkt. Pst dengan Terdakwa adalah Damayanti Wisnu Putranti Komisi V.
Tindak pidana korupsi Pengadaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN)
konstruksi Jalan Werinamu-Laimu di Wilayah BPJN IX Maluku dan Maluku
Utara. Keberadaan justice collabolator dapat membantu pengungkapan dan
pemberantasan tindak pidana di Indonesia maupun negara lain, dan risiko yang
akan diterima oleh justice collaborator itu sendiri cukup tinggi, sehingga sangat

diperlukan jaminan perlindungan yang pasti bagi justice collaborator.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang menjadi Justice Collaborator ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengadili
kasus tindak pidana korupsi yang terdakwanya menjadi justice
collabolator?

1.3 Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian

skripsi ini adalah sebagai berikut:

®Ibid hal 8.
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1. Untuk menulusuri perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator

dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk menelusuri pertimbangan hukum majelis hakim dalam

mengadili Terdakwa yang menjadi Justice Collaborator dalam kasus

tindak pidana korupsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

N

2.

Kegunaan Teoritis

A. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Acara

Pidana dan Tindak Pidana Korupsi serta memberikan masukan
bagi pengembangan ilmu hukum terutama dari segi penerapan

ilmu hukum acara pidana.

. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan

sumbangan  pemikiran  bagi  perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan justice collaborator terhadap tindak pidana korupsi.

Kegunaan Praktis

A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi

kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

B. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi

mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian
yang berbeda, dan pula memberikan pengetahuan tentang

Justice Collaborator
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1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-
hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi

dan Bagian akhir. Sistematika tersebut terdiri dari:

BAB | : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis akan membahas mengenai latar belakang
pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan dengan
perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan

penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 (lima) Sub
bab, yaitu sub pertama tinjauan umum tindak pidana korupsi, dilanjutkan dengan
tinjauan umum mengenai justice collaborator, tinjauan umum dan fungsi tugas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), konsep mekanisme
perlindungan hukum justice collaborator, dan yang terakhir Teori-Teori

Pemidanaan

BAB Ill: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang akan menjadi
landasan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis, yang berdasarkan pada
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode

analisis data dan yang terakhir metode penyajian data.
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan analisis mengenai masalah yang diangkat dalam topik
penulisan ini, yakni pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa yang sudah
bekerja sama kepada penyidik atau disebut justice collaborator dan
profesionalitas hakim dalam menangani perkara terdakwa justice collaborator
untuk menentukan acaman pidana yang tepat dan penghargaan yang akan

diberikan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang
merupakan intisari hasil dari penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain
kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan. Disamping
itu juga dicantumkan saran bagi Pasal yang tidak sesuai dalam pemberian
perlindungan dan kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengungkap
praktek dana aspirasi yang menimbulkan tindak pidana korupsi di dewan

perwakilan rakyat.
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